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~ PERATURAN BUPATIKUDUS
NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

BUPATI KUDUS,

Menimbang = a bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemungutan Retribusi
Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu
mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2009
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah,

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3037),

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
3474);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048),

5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886),
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tent;
Anak (Lembaran Negara Re
Nomor 109, Tambahan Lemb
Nomor 4235).

g Perlindungan
publik Indonesia Tahun 2002
aran Negara Republik Indonesia

Undzmg-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

Undang-Undang  Nomor 1 Fahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan L embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
Undang-Undang  Nomor 21  Tahun 2006  tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4578) ;
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Peraturan  Pemenntan Moo 79 Tahun 2005 ‘ertang
Pedoman Pembinaan ran Pengawasan  bay, jergaraan

Pemenntahan Daerah (Lembarar, Negara Fegunite indrness
Tahun 2605 MNomaor 145

Tambatian Lermtgean Mergara
Republik Indonesia Nomaor 4597%)
Peraturan  Pemerntan Nomor 37 Tahun 2067 tertarny

Pelaksanaan Undang-Undang Momor 27 Taror ¥ rertany
Administrasi  Kependudukan (Lembarar, Megara  Republy
Indonesia Tahun 2007 Momor 85 Tambahar Lembaran
Negara Republik Indonesia Homaor 4775 j

Peraturan  Pemerintah  Nomor %% Tanun 2047 tentarng
Pembagian  Urusan  Pemenntahan  antars Pemernntan
Pemerintahan Daerah Provins  dan Pemenntahian Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Neqgara Republiv Indonesia Tahun

2007 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Regubie
Indonesia Nomor 4737 §

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2002 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk  dar,
Pencatatan Sipil

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat il Kudus Nomor
10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kudus

(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat | Kudus Tahun
1988 Nomor 4)

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2007
tentang  Pokok-pokok Pengelolaan  Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99).

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2002
tentang  Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten

Kudus Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 106)

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008
tentang  Penyelenggaraan  Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 12
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 114);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2009
tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun

2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 119)

Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2

Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil



MEMUTUSKAN

e EEEQ}URAN BUPATI  TENTANG PERUBAHAN ~ ATAS
TENTAggﬁﬁ BUPATI KUDUS NOMOR 22 TAHUN 2009

i LAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATE N

US NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI

gﬁhﬁyANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN

Pasal |

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 22
Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diubah sebagal

benkut

m buku penermaan dan

(3) Setiap pembayaran dicatat dala ;
aimana tercantum

diberikan Tanda Bukti Pembayaran sebag
dalam Lampiran Peraturan Bupatiini

Pasal |l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

a.memerintahkan pengundangan

Agar setiap orang mengetahuiny
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kudus
Ditetapka Kudus
29 Nopenh r 2009

pada tafiggal

| BUPATI KUDUS
r—‘-'/

MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 40 Nopember 200

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

L

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 109 NOMOR 42
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